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ABSTRAK 

Sistem pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan nasional yang 

baik dan teratur sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara. Salah satu 

unsur yang berpengaruh adalah adanyaPegawai Negeri Sipil yang berkualitas, 

displin, bertanggung jawab akan tugas dan kewajibannya. Pegawai Negeri Sipil 

yang mempunyai perilaku dan sikap sesuai peraturan perundang-undangan 

sangatlah penting guna kelancaran tugas negara. Untuk mewujudkan Pegawai 

Negeri Sipil yang dimaksud, diperlukan pembinaan sebaik-baiknya kepada 

Pegawai Negeri Sipil. Sampai saat ini masih banyak pelanggaran mengenai 

disiplin Pegawai Negeri Sipil. Padahal sudah dikeluarkan Peraturan yang 

mengatur tentang Displin  yaitu Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 agar 

Pegawai Negeri Sipil bertindak sesuai dengan peraturan yang ada. 

Metode Penelitian dan Pendekatan yang  dilakukan dalam penelitian ini 

adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada Peraturan 

Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan 

penelitian yang dilakukan secara langsung di Dinas Pendidikan Menengah dan 

Non Formal Kabupaten Bantul dengan mendasarkan pada data primer sebagai 

data utamanya. Tehnik penggalian data  dilakukan dengan teknik wawancara dan 

observasi dengan Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Menengah dan Non 

For4mal Kabupaten Bantul. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di lingkungan Dinas Pendidikan 

Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul sering terjadi pelanggaran yang 

berkaitan dengan pelanggaran disiplin PNS, seperti:  melanggar ketentuan jam 

kerja, menyalahgunakan wewenang, tidak menjalankan tugas kedinasan dengan 

baik, penyimpangan di luar tugas kedinasan, dan melakukan hubungan 

intim/perselingkuhan.  Temuan di lapangan bahwa ada kasus yang melibatkan 

Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten 

Bantul, yaitu kasus di luar kedinasan. Kasus tersebut tentang penyelewengan 

bantuan dana gempa bumi di Bantul sejak Tahun 2012. Penulis memperkirakan 

berdasarkan ketentuan Pasal 13 angka 6 maka yang bersangkutan akan 

mendapatkan sanksi pemecatan secara tidak hormat. Adapun kendalanya 

penerapan disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah: dipengaruhi kurangnya 

pengawasan melekat serta perasaan kurang tega menjatuhkan hukuman disiplin 

kepada  Pegawai Negeri Sipil yang telah melanggar peraturan perundang-

undangan.  
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MOTTO 

 

 

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” (Aristoteles) 

 

“Sesungghnya ilmu pengetahuan menempatkan orang nya kepada kedudukan 

terhormat dan mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di 

dunia dan di akhirat” 

(H.R Ar- Rabii’) 

 

“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin 

kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik” 

(Evelyn Underhill) 

 

“Sudah saatnya cita-cita kesuksesan diganti dengan cita-cita pengabdian” 

(Albert Einstein) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai ASN menurut 

Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, merupakan 

salah satu aparat negara yang bertugas memberikan pelayanan bagi masyarakat 

menurut bidangnya masing-masing. ASN yang baik, jujur, serta disiplin 

merupakan pegawai pemerintah yang sangat diharapkan masyarakat saat ini, 

agar terciptanya sistem pemerintahan yang berjalan baik dan teratur 

sebagaimana di atur dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.  

“Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan ASN. ASN diserahi 

tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, 

dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan 

dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan ASN. Adapun tugas pemerintahan 

dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan 

yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan 

ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas 

pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (cultural 

and political development) serta melalui pembangunan ekonomi dan 

sosial (economic and social development) yang diarahkan meningkatkan 

kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.
1
 ” 

Sehingga yang kita harapkan saat ini adalah ASN yang setia kepada 

negara, Pemerintah seharusnya bersatu padu, bermental baik, berwibawa, 

berdaya dan berhasil guna, berkualitas tinggi, serta mempunyai kesadaran 

tinggi akan tugas, tanggung jawab dan perilaku sesuai dengan kode etik  ASN 

                                                             
1Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara. 
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yang tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi 

masyarakat. 

Untuk mewujudkan ASN yang dimaksud, diperlukan pembinaan sebaik-

baiknya dan atas dasar sistem karier serta sistem prestasi kerja. Sistem karier di 

sini adalah suatu sistem kepegawaian di mana suatu pengangkatan pertama kali 

didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan, sedangkan di dalam 

pengembangan selanjutnya yang dapat menjadi pertimbangan adalah masa 

kerja, kesetiaan, pengabdian, serta syarat-syarat objektif lainnya. Adapun 

sistem prestasi kerja adalah sistem kepegawaian, di mana pengangkatan 

seseorang untuk menduduki suatu jabatan atau untuk kenaikan pangkat 

didasarkan atas kecakapan dan prestasi kerja yang dicapai oleh pegawai. 

Kecakapan tersebut harus dibuktikan dengan lulus dalam ujian dinas dan 

prestasi dibuktikan secara nyata dan sistem prestasi kerja ini tidak memberikan 

penghargaan terhadap masa kerja. Serta pemberian motivasi melalui pemberian 

kesejahteraan.
2
  

Permasalahan pada masa sekarang ini adalah masih banyak ASN yang 

kinerjanya kurang memuaskan dalam melayani masyarakat serta banyak ASN 

yang melanggar peraturan disiplin. Pelanggaran disiplin sesuai Pasal 1 angka 3 

adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak 

mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disipin Pegawai 

Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. 

Contohnya banyak ASN yang mangkir dan bolos dari kerja dengan alasan yang 

                                                             
2 Slamet Wiyono, Pengaruh Pelatihan, Disiplin, dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai 

Kantor Regional 1 Badan Kepegawaian Daerah (BKN) Yogyakarta, (Yogyakarta: Kanreg 1 BKN 

Yogyakarta, 2013),  hlm. 3. 
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tidak jelas. Serta ada ASN yang perbuatannya telah melawan hukum dan dapat 

dijatuhi hukuman. 

Padahal pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar 

untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil agar 

kinerjanya bisa sesuai yang diharapkan. Serta upaya pemberian motivasi 

dengan pemberian kesejahteraan yaitu dengan pemberian tunjangan-tunjangan 

dan kenaikan gaji dan upaya penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang 

selalu dilakukan.
3
  

Sedangkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 

(PERKA BKN) No. 21 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

menyebutkan bahwa pengertian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 

disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah. Seseorang yang menjadi 

Pegawai Negeri Sipil mempunyai hak dan kewajiban. Hak tersebut seperti hak 

memperoleh gaji, hak atas cuti, hak atas perawatan, tunjangan dan uang duka, 

dan hak atas pensiun. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil adalah segala sesuatu 

yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewajiban 

Pegawai Negeri Sipil diantaranya adalah wajib setia, dan taat kepada Pancasila, 

Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga 

persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

Wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh 

pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab; dan Wajib menyimpan rahasia 

                                                             
3Slamet Wiyono, Pengaruh Pelatihan, Disiplin…, hlm. 3. 
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jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas 

perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang. 

Berdasar latar belakang tersebut, dimana semakin maraknya pelanggaran 

yang dilakukan oleh  ASN di Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya 

di Dinas Pendidikan Menengah dan  Non Formal Kabupaten Bantul selama 

Tahun 2013-2014 sebanyak 8 kasus pelanggaan. Dan jumlah kasus 

pelanggaran disiplin pegawai tersebut paling tinggi, dibandingkan dengan 

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebanyak 2 kasus pelanggaran dan Satuan 

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebanyak 2 kasus pelanggaran disiplin 

Pegawai.
4
 Pelanggaran Disiplin terjadi di Dinas Pendidikan Menengah dan 

Non Formal Kabupaten Bantul dikarenakan banyaknya jumlah pegawai (Guru) 

di Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul sehingga 

menyebakan terjadi banyak pelanggaran. Pelanggaran tersebut terus saja 

berulang-ulang karena tidak adanya penyesalan bagi ASN yang melakukan 

pelanggaran dan hukuman disiplin kurang memberikan efek jera pada ASN 

yang terkait, yaitu pelanggaran terkait dengan disiplin waktu kerja maupun hal-

hal lain yang terkait dengan disiplin Pegawai Negeri, maka penulis mencoba 

menuangkan penelitian ini dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas 

Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul.” 

 

 

                                                             
4Data diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah pelaksanaan hukuman disiplin ASN di Dinas Pendidikan Menengah 

dan Non Formal Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah No. 53 Tahun 2010? 

2. Kenapa jumlah pelanggaran disiplin ASN di Dinas Pendidikan Menengah 

dan Non Formal paling tinggi? 

3. Bagaimana upaya-upaya meningkatkan kedisiplinan ASN di Dinas 

Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan hukuman disiplin ASN di Dinas 

Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010. 

b. Untuk mengetahui penyebab tingginya jumlah pelanggaran disiplin 

ASN di Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten 

Bantul. 

c. Untuk mengetahui upaya-upaya meningkatkan kedisiplinan ASN di 

Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul. 
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2. Kegunaan 

a. Secara Teoritis 

Diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah pengetahuan 

tentang disiplin pegawai dan dapat memahami pelaksanaan hukuman 

disiplin Pegawai Negeri Sipil (ASN) dengan Peraturan Pemerintah No. 53 

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta dapat mengetahui 

penyebab tingginya jumlah pelanggaran di Dinas Pendidikan Menengah dan 

Non Formal Kabupaten Bantul dan dapat memberikan ataupun menambah 

pengetahuan terutama dalam Hukum Administrasi Negara mengenai 

masalah-masalah yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No. 53 

Tahun 2010. 

b. Secara Praktis 

Diharapkan dapat memberikan masukan dan pemahaman bagi pihak atau 

kepada lembaga yang bersangkutan untuk melakukan upaya-upaya dalam 

meningkatkan kedisiplinan ASN di Dinas Pendidikan Menengah dan Non 

Formal Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 

2010. 

 

 

D. Telaah Pustaka 

Dalam skripsinya Didik Sutarto, “Pelaksanaan Peraturan Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999  di 

Kejaksaan Negeri Semarang”, mengkaji pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri 
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Sipil kaitannya dengan  Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 serta meneliti 

hambatan–hambatan yang timbul dalam meningkatkan kedisiplinan Pegawai 

Negeri Sipil dan bagaimana mengatasinya. Dan penelitian ini dilakukan di 

lingkungan Kejaksaan Negeri Semarang.
5
 

Hendri Yunianto, “Pelaksanaan Peraturan Displin Pegawai Negeri Sipil 

Berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 di kantor Kecamatan 

Panggang”, membahas Pelaksanaan Peraturan Displin Pegawai Negeri Sipil 

Berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 di kantor Kecamatan 

Panggang, hambatan-hambatan yang timbul dalam meningkatkan kedisplinan 

Pegawai Negeri Sipil dan upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam 

meningkatkan kedisplinan Pegawai Negeri Sipil. Dan penelitian ini dilakukan 

di Kantor Kecamatan Panggang.6 

Skripsi Tri Eka Sari, “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 

2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Negeri Padang”, 

membahas Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri 

Sipil dan sanksi-sanksi yang diterapkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang 

tidak mematuhi peraturan Displin Pegawai Negeri Sipil serta hambatan yang 

                                                             
5Didik Sutarto,”Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan 

Undang-Undang No. 43 Tahun 1999  Di Kejaksaan Negeri Semarang”, Skripsi tidak diterbitkan, 

Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre, Semarang, 2008. 

 
6Hendri Yunianto, “Pelaksanaan Peraturan Displin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan 

Undang-Undang No. 43 tahun 1999 di Kantor Kecamatan Panggang”, Skripsi tidak diterbitkan, 

Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 2012. 



8 
 

timbul dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010. Penelitian 

ini dilakukan di lingkungan Kejaksaan Negeri Padang.7 

Umi Nafisah, “Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Studi Kasus di 

Pemerintahan Kabupaten Sleman Yogyakarta Tahun 2010-2012)”. Membahas 

mengenai prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1974 dan upaya hukum yang diambil Pegawai Negeri Sipil yang 

diberhentikan. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Sleman.
8
 

Dari beberapa skripsi yang diuraikan di atas, berbeda dengan penelitian 

yang penulis lakukan yaitu penelitian tentang pelaksanaan hukuman disiplin 

sesuai Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) di Dinas Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul dan 

penyebab tingginya jumlah pelanggaran di Dinas Menengah dan Non Formal 

Kabupaten Bantul serta upaya-upaya untuk meningkatkan kedisplinan ASN. 

Penelitian yang saya lakukan ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah 

                                                             
7Tri Eka Sari, “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Displin 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kejakaksaan Negeri Padang”, Skripsi tidak diterbitkan, 

Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2011. 

 
8
 Umi Nafisah, “Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Studi Kasus di Pemerintahan Kabupaten Sleman Yogyakarta Tahun 2010-

2012)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta, 2014. 
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Daerah Kabupaten Bantul khususnya di Dinas Pendidikan Menengah dan Non 

Formal Kabupaten Bantul. 

 

E. Kerangka Teoretik 

1. Teori Negara Hukum 

Dalam kepustakaan Indonesia istilah negara hukum merupakan 

terjemahan langsung dari rechsstaat. 

“Di antara pakar negara hukum menurut pemikiran di Eropa adalah 

Friedrich Julius Stahl. Pandangannya merupakan perbaikan dari 

pandangan Immanuel Kant, dikenal sebagai negara hukum formal 

yang unsur-unsurnya adalah: (a) Pengakuan terhadap hak-hak asasi; 

(b) Pemisahan kekuasaan negara; (c) Pemerintah berdasar undang-

undang; dan (d) Peradilan Administrasi.
9
” 

 

Menurut C.S.T Kansil pengertian negara hukum belum terdapat 

kesamaan pendapat antara para sarjana. Akibatnya ialah, bahwa di negara-

negara Eropa dikenal dua tipe pokok Negara hukum, yaitu : 

a. Type Anglosaxon (Inggris, Amerika), yang berintikan kepada Rule of 

Law;  

b. Type Eropa Continental (Jerman, Belanda, Belgian, Scandinavia), yang 

berdasarkan pada kedaulatan hukum (Rechtsauvereiniteit); yang 

berintikan Rechtsstaat (Negara Hukum). 

 

Konsep negara Rule of Law ini di sini dimaksudkan sebagai usaha 

untuk membatasi kekuasaan penguasa Negara agar tidak menyalahgunakan 

                                                             
9 Padmo Wahjono, Pembangunan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Indhill Co., 1989), hlm.  

30. 
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kekuasaan untuk menindas rakyatnya (abus of power. Abus de droit). 

Sehingga, dapat dikatakan bahwa dalam suatu Negara hukum, semua orang 

mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan semua orang harus 

tunduk kepada hukum secara sama, yakni tunduk kepada hukum yang adil. 

Konsep Rule of Law ini juga tertuju kepada perbaikan dan peningkatan 

peranan dari lembaga-lembaga hukum dan badan-badan pengadilan untuk 

menegakkan hukum dan hak-hak dasar manusia. Sedangkan konsep 

rechsstaat yaitu konsep yang yang ditujukan pada perbaikan dan 

pembatasan fungsi administratif sehingga tidak melanggar hak-hak 

fundamental dari rakyat.
10

 

“Suatu Negara Rule of Law atau Negara hukum yang baik haruslah 

menempatkan dengan jelas tentang pengaturan prinsip-prinsip Negara 

hukum dalam konstitusinya. Bahkan hal tersebut merupakan hal yang paling 

pokok dari pengaturan dalam suatu konstitusi. Misalnya pengaturannya 

tentang hal-hal sebagai berikut :
 11

 

a. Tentang perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental 

dari rakyat. 

b. Tentang prinsip supremasi hukum. 

c. Tentang pemisahan kekuasaan. 

d. Tentang prinsip checks and balances. 

e. Tentang pembatasan kewenangan pemerintah agar tidak sewenang-

wenang. 

f. Tentang pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur dan adil. 

g. Tentang akuntabilitas pemerintah kepada rakyat dan partisipasi rakyat 

dalam menjalankan kekuasaan Negara.” 

 

Penjelasan mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) secara 

kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa 

pembedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa, atau status sosial 

                                                             
10 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat), (Bandung: PT Refika Aditama, 

2009), hlm. 2 dan 4. 
11 Ibid, hlm. 4. 
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lainnya dan tidak dapat dicabut; hak-hak itu dimiliki oleh individu semata-

mata karena mereka adalah manusia ciptaanNya bukan karena mereka 

adalah warga negara suatu negara. Kedua, perlindungan efektif terhadap 

HAM terdapat dalam kerangka batas-batas legitimasi yang demokratis. 

Batas-batas pelaksanaan HAM hanya dapat ditetapkan atau dicabut oleh 

undang-undang sebagai bagian dari konsep negara hukum yang bermakna 

bahwa hak harus dilindungi oleh undang-undang, dan bahwa ketika 

mencabut atau mengurangi hak-hak individu, pemerintah wajib mematuhi 

persyaratan hukum yang konstitusional.  

Konsepsi ini juga mengharuskan pemerintah bertindak sesuai dengan 

undang-undang, dan undang-undang yang dijadikan dasar tindakan 

pemerintah itu tidak bersifat menindas, sewenang-wenang atau 

diskriminatif. Dengan demikian pelaksanaan hak-hak kodrati setiap manusia 

tidak dibatasi kecuali oleh batas-batas yang menjamin pelaksanaan hak-hak 

yang sama bagi anggota masyarakat yang lain. Batas-batas ini hanya dapat 

ditetapkan oleh undang-undang. Dengan titik tolak ini maka HAM 

seharusnya dipergunakan sebagai hak asasi untuk mengembangkan diri, 

yang berperan untuk kesejahteraan umat manusia. Jika dilihat dari sudut 

penegakannya, latar belakang untuk mengedepankan masalah hak-hak asasi 

di dalam instrumen hukum, didasarkan pada keinginan atau usaha untuk 

menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dengan alasan 

politis dari penguasa. Sehubungan dengan itu, dapat dipahami bahwa 

timbulnya keinginan untuk merumuskan hak dalam suatu hukum 
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internasional dan nasional adalah untuk menjamin dan melindungi hak-hak 

asasi manusia. Setiap negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan 

menghormati hak asasi manusia, melindungi dan menegakkannya di negara 

masing-masing. Kewajiban ini tidak saja bersifat positif yaitu untuk 

ditegakkan atau diimpelementasikan. Dalam hal pengimpelementasian ini, 

terutama terhadap hak-hak asasi yang bersifat universal dan memiliki 

keberlakuan universal sebagaimana yang dirumuskan dalam deklarasi hak-

hak asasi manusia. Oleh karena itu sebagaimana ditegaskan dalam 

Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM, HAM perlu 

dilindungi dengan merumuskannya dalam instrumen hukum agar orang 

tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna 

menentang kezaliman dan penindasan sebagaimana ditunjukan dalam 

sejarah HAM itu.
 12

 

Berdasarkan paparan tersebut di atas, jelaslah bawah teori hak-hak 

kodrati telah berjasa dalam mempersiapkan landasan bagi suatu sistem 

hukum HAM. Namun demikian kemunculannya sebagai norma hukum 

internasional dan nasional dan berlaku bagi setiap negara, membuatnya 

tidak sepenuhnya lagi sama dengan konsep awalnya sebagai hak-hak 

kodrati. Substansi hak-hak yang terkandung dalam hak kodrati 

(sebagaimana diajukan John Locke). Kandungan HAM dalam gagasan 

HAM sekarang bukan hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik, tetapi 

juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Bahkan belakang ini 

                                                             
12

Online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/download/537/490, diakses pada 

tanggal 24 Desember 2013. 
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substansinya bertambah dengan munculnya hak-hak baru yang disebut 

dengan hak solidaritas, hak minoritas, hak kelompok. Dalam konteks 

keseluruhan inilah seharusnya makna HAM dipahami dewasa ini.  

Selain itu dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak-hak Asasi 

Manusia dengan Surat Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, 

menunjukkan kesungguhan hasrat negara, dalam hal ini Pemerintah RI 

untuk lebih memperhatikan lagi pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi 

manusia.
13

 

Seiring dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan, ajaran 

negara hukum yang pada masa kini  dianut oleh negara-negara di dunia 

khususnya setelah Perang Dunia kedua adalah negara kesejahteraan (welfare 

state). Ciri utama negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk 

mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Agar dapat menjalankan 

tugas menyelenggarakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pengajaran 

bagi semua warga negara, dan sebagainya secara baik dan bijak  maka 

administrasi negara memerlukan kemerdekaan untuk dapat bertindak atas 

inisiatif sendiri, terutama dalam penyelesaian genting yang timbul dan 

peraturan yang penyelenggaraannya belum ada, yaitu belum dibuat oleh 

badan-badan kenegaraan yang diserahi fungsi legislatif.
14

 

Eksistensi Indonesia sebagai Negara hukum secra tegas disebutkan 

dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (setelah amandemen) yaitu 

                                                             
13

 Azhary, Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya, 

(Jakarta: UI-Press, 1995), hlm. 93. 
14 E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Surabaya: Pustaka Tinta 

Mas, 1988), hlm. 30-31. 
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Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Indonesia ialah Negara yang berdasar atas 

hukum (rechtsstaat)”. Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare 

state terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan 

Negara, sebagaimana termuat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945, yaitu; “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”. 

Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang 

dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka 

pendek, menengah dan panjang.
15

 

 

2. Teori Kepegawaian dan Pengawasan 

Kepegawaian, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan 

personnel, sering disebut juga personalia. Yang dimaksud dengan kata 

kepegawaian ialah seluruh orang yang dipekerjakan dalam suatu badan 

tertentu, baik di badan-badan pemerintah maupun swasta. Kata kepegawaian 

berasal dari kata dasar pegawai yang berarti karyawan atau pekerja. 

Sekalipun demikian, penggunaan kata-kata tersebut cenderung berbeda 

antara yang satu dengan yang lain, karena banyak dipengaruhi oleh tempat, 

sifat dan lingkungan kerja dimana seseorang dipekerjakan. Seseorang yang 

                                                             
15 http://sukatulis.wordpress.com/2011/09/22/negara-hukum-insonesia/, diakses pada 

tanggal 19 Mei 2013 

http://sukatulis.wordpress.com/2011/09/22/negara-hukum-insonesia/
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dipekerjakan di lingkungan badan-badan pemerintah seperti di kantor 

pemerintahan cenderung disebut pegawai atau karyawan.
16

 

ASN sebagai alat pemerintah (unsur aparatur pemerintah) memiliki 

keberadaan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan-

kebijaksanaan atau peraturan-peraturan pemerintah guna terealisasinya 

tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan nasional, negara memerlukan sarana 

prasarana yang mendukung, baik berupa sumber daya manusia maupun 

sarana lainnya. Yaitu dengan peningkatan kualitas manusia (masyarakatnya) 

secara berkelanjutan, berlandasan kemampuan nasional dengan 

memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

memperhatikan perkembangan nasional. Dalam pencapaian tersebut, ASN 

berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan 

pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat secara professional, jujur, adil 

dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan 

pembangunan. Oleh karena itu terdapat hubungan antara ASN dengan 

negara merupakan kaidah-kaidah yang termaktub dalam hukum 

kepegawaian.  

Berdasarkan hal tersebut menurut Sri Hartini
17

, “objek hukum 

adiministrasi negara adalah kekuasaan pemerintah, dan dalam kekuasaan 

tersebut sebagian besar dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil. Jadi obyek 

hukum kepegawaian adalah hukum kepegawaian yang dipelajari dalam 

                                                             
16 Slamet Saksono, Administrasi Kepegawaian,  (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm.12. 
17 Sri Hartini, dkk, Hukum Kepegawaian di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 

7. 
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hukum administrasi negara, yaitu hukum yang berlaku bagi Pegawai Negeri 

Sipil yang bekerja pada administrasi negara sebagai Pegawai Negeri Sipil.” 

Menurut Prijono Tjiptoherijanto dalam bukunya mewujudkan 

Netralitas PNS dalam Era Otonomi Daerah, pada dasarnya Pegawai Negeri 

Sipil di negara manapun mempunyai tiga peran yang serupa. Pertama, 

sebagai pelaksana peraturan dan perundangan yang telah ditetapkan 

pemerintah. Untuk mengemban tugas ini, netralitas Pegawai Negeri Sipil 

sangat diperlukan. Kedua, melakukan fungsi manajemen pelayanan publik. 

Yaitu pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Ukuran yang dipakai 

untuk mengevaluasi peran ini adalah seberapa jauh masyarakat puas atas 

pelayanan yang diberikan Pegawai Negeri Sipil. Apabila tujuan utama 

otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, 

sehingga desentralisasi dan otonomi terpusat pada pemerintah kabupaten 

dan pemerintah kota, maka Pegawai Negeri Sipil pada daerah-daerah 

tersebut mengerti benar keinginan dan harapan masyarakat setempat. 

Ketiga, Pegawai Negeri Sipil harus mampu mengelola pemerintahan. 

Artinya pelayanan pada pemerintah merupakan fungsi utama Pegawai 

Negeri Sipil. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus dapat 

dimengerti dan dipahami oleh setiap Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat 

dilaksanakan dan disosialisasikan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut. 

Dalam hubungan ini maka manajemen dan administrasi Pegawai Negeri 

Sipil harus dilakukan secara terpusat, meskipun fungsi-fungsi pemerintahan 



17 
 

lain telah diserahkan kepada pemerintah kota dan pemerintah kabupaten 

dalam rangka otonomi daerah yang diberlakukan saat ini. 

Dalam masa mendatang manajemen kepegawaian akan dihadapkan 

pada berbagai tantangan yang tidak ringan. Pertama, sejauh mana sistem 

kepegawaian mampu bertahan dari tekanan politik. Dalam sistem 

multipartai yang meyebabkan pemimpin institusi pemerintah, baik di pusat 

maupun di daerah, berasal dari partai-partai politik, mampukah ASN 

bersikap netral? Artinya jenjang karier dari ASN telah tersusun rapih, 

sehingga tidak ada jabatan karier yang akan diisi oleh personil dari suatu 

partai atau golongan tertentu saja. Kedua, sejauh mana sistem kepegawaian 

mampu menterjemahkan setiap peraturan perundangan yang dikeluarkan 

pemerintah tanpa meninggalkan azas netralitas dan peran sebagai perekat 

kesatuan dan persatuan. Dalam hal ini, profesionalitas dan integritas dalam 

diri setiap  ASN dipertaruhkan. Untuk itu perlu dijaga tingkat kesejahteraan 

dan stabilitas dari ASN beserta keluarganya. Ketiga, sejauh mana “budaya 

kepegawaian” dapat ditumbuhkan. Artinya ada rasa kebanggaan menjadi 

ASN. Ini sangat berhubungan dengan tantangan pertama dan kedua. Sampai 

dimana netralitas dan profesionalitas ASN masih dapat diharapakan. Justru 

untuk mempertahankan kedua sifat tersebut, pengaturan kepegawaian yang 

terpusat masih diperlukan. Keempat, sejauh mana manajemen kepegawaian 

mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi. 

Kelancaran penyelenggaran tugas negara tergantung pada aparatur 

negara yang mempunyai sikap setia dan  taat sepenuhnya kepada Pancasila, 
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Undang-Undang Dasar 1945 serta mentaati segala ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan kepada 

Pegawai Negeri Sipil dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, 

kesadaran dan tanggung jawab. Bekerja melayani masyarakat dengan jujur, 

semangat, cermat dan dengan sebaik-baiknya agar masyarakat puas dengan 

pelayanan yang  diberikan Pegawai Negeri Sipil tersebut.
18

 

ASN yang bekerja melayani masyarakat perlu mendapat pengawasan 

dari atasan. Pengawasan sangat diperlukan karena untuk menghindari 

terjadinya perbuatan yang merugikan masyarakat, setidak-tidaknya menekan 

seminimal mungkin terjadinya perbuatan tersebut.  

“Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” yang berarti “penjagaan”. 

Istilah ini dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu 

sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.”
19

 

 

“Menurut P. Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan daripada 

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua 

pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan sebelumya.”
20

 

 

Menurut Sujamto, “pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan 

untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai 

pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau 

tidak. Adapun batasan tentang pengendalian sebagai segala usaha atau 

                                                             
18 Penjelasan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil. 

19 Anton M. Moeliono, dkk, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,  

1995), hlm. 68. 

20 S. P. Siagian, Filsafat Administrasi,(Jakarta : Gunung Agung, 1990), hlm. 107.  
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kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang 

dilakukan dapat berjalan dengan semestinya.”
21

 

Sedangkan menurut Prayudi, pengawasan adalah proses kegiatan yang 

membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan 

itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil 

pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan 

atau ketidakcocokan, dan sebab-sebabnya. Dengan demikian, pengawasan 

dapat bersifat :
22

 

a. Politik, apabila yang menjadi ukuran atau sasaran adalah efektivitas dan 

atas legitimasi. 

b. Yuridis (hukum), bila tujuannya adalah menegakkan yiridiksitas dan atau 

legalitas. 

c. Ekonomis, bila yang menjadi sasaran adalah efisiensi dan teknonologi. 

d. Moril dan susila, bilamana yang menjadi tujuan adalah mengetahui 

keadaan moralitas. 

 

Pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai 

kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, 

apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Wujud pengawasan adalah 

kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan 

tujuan pengawasan hanyalah terbatas pada pencocokan apakah kegiatan 

yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditentukan 

sebelumnya (dalam ini berwujud suatu rencana/plan).  

                                                             
21Sujamto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 

1983), hlm. 19. 
22 S. Prayudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kesepuluh, (Jakarta : 

Ghalia Indonesia,  1995), hlm. 84. 
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Menurut Muchsan, unsur-unsur yang diperlukan untuk adanya 

tindakan pengawasan adalah sebagai berikut:
23

 

a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas; 

b. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap 

pelaksaan tugas yang akan diawasi; 

c. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan 

yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan 

tersebut. 

 

Fungsi terpenting pengawasan adalah untuk menjamin kesatuan 

pemerintahan. Jadi pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mengetahui 

atau menilai suatu pekerjaan apakah sudah sesuai atau belum dengan apa 

yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. 

 

3. Teori Otonomi Daerah 

Otonomi menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang 

otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang kepada daerah untuk 

mengurusi daerahnya sesuai dengan Undang-Undang dalam kerangka 

NKRI. Berdasarkan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, menurut 

Muchsan prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah menyangkut 

tentang:
24

 

a. Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-

aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan 

keanekaragaman daerah. 

                                                             
23 Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan 

Tata Usaha Negara di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1992),hlm. 38. 
24

 Bungaran Antonius Simanjuntak, Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan 

Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat, (Jakarta: Yayasan Pustaka 

Obor Indonesia, 2012), hlm. 82 
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b. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, 

sehingga tetap terjaga hubungan yang serasi antarpusat dan daerah serta 

antardaerah. 

c. Pelaksanaan otonomi daerah harus meningkatkan kemandirian daerah 

otonom. 

d. Membentuk peraturan daerah yang dapat membina kawasan pada aspek 

potensi daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah. 

 

Otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan 

kemerdekaan. Kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud 

pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Secara implisit 

definisi otonomi tersebut mengandung dua unsur, yaitu : Adanya pemberian 

tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta 

kewenangan untuk melaksanakannya; dan Adanya pemberian kepercayaan 

berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai 

penyelesaian tugas itu.
25

 

Menurut pendapat A.W. Wdjaja, Otonomi Daerah yang dilaksanakan 

dalam Negara Republik Indonesia telah diatur kerangka landasannya dalam 

UUD 1945, antara lain:
26

 

a. Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: 

“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbetuk Republik”. 

b. Pasal 18 menyatakan: 

“Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan 

bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang 

dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam 

sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah 

yang bersifat istimewa”. 

                                                             
25

 Ateng Syafrudin, Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II Dan 

Perkembangannya, (Bandung: Mandar Maju, 1991), hlm. 23. 
26 A.W. Wdjaja, Titik Berat Otonomi Diletakkan Pada Daerah Tingkat II, (Jakarta: 

rajawali, 1992), hlm. 29. 

http://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ateng+Syafrudin%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut 

daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Di samping itu, apabila dikaji dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 

tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah maka pengertian otonomi 

bagi suatu Daerah tersebut harus mampu: 

a. Berinisiatif sendiri (menyusun kebijaksanaan Daerah dan menyusun 

rencana, pelaksanaanya). 

b. Memiliki alat pelaksana sendiri yang qualified. 

c. Membuat pengaturan sediri (dengan PERDA). 

d. Menggali sumber-sumber keuangan sendiri, menetapkan pajak, retribusi 

dan lain-lain usaha yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah 

dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat 

kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, 

mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan 
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kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada kepada peraturan 

perundangan yang berlaku dan mengikatnya. 

Secara teoritis, kata kunci dalam otonomi berarti juga desentralisasi. 

Dalam rangka pembagian kekuasaan negara (secara vertical) dibentuk 

daerah-daerah yang bersifat otonom dengan bentuk dan susunan 

pemerintahannya yang diatur kemudian dalam Udang-Undang. Dengan 

demikian terdapat Pemerintah Pusat disatu sisi,dan Pemerintah Daerah di 

sisi lain yang hubungan diantara keduanya dibingkai dalam sistem negara 

kesatuan. Pemerintah Pusat menyelenggarakan pemerintahan nasional, dan 

Pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintah daerah. Dalam hubungan 

inilah Pemerintah perlu melaksanakan pembagian kekeuasaan kepada 

Pemerintah Daerah yang dikenal dengan istilah desentralisasi, yang bentuk 

dan kadarnya tampak dari ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang 

yang mengaturnya.
27

 

Secara teoritik, kemampuan Pemerintah antara lain terbentuk melalui 

penerapan azas desentralisasi, yaitu adanya pelimpahan wewenang dari 

tingkat atas organisasi kepada tingkat bawahannya secara hierarkis. Melalui 

pelimpahan wewenang itulah Pemerintah pada tingkat bawah diberi 

kesempatan untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan kreativitasnya, 

mencari solusi terbaik atas setiap masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan 

tugas sehari-hari. Selain itu, desentralisasi dapat juga dipahami sebagai 

penyerahan wewenang politik dan perundang-undangan untuk perencanaan, 

                                                             
27 Bambang Yudoyono, Otonomi Daerah: Desentralisasi dan Pengembangan SDM 

Aparatur Pemdadan Anggota DPRD, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm. 20. 
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pengambilan keputusan dan manajemen pemerintahan dari Pemerintah 

(pusat) kepada unit-unit sub nasional (daerah/wilayah) Admisitrasi Negara 

atau kepada kelompok-kelompok fungsional atau organisasi non 

pemerintahan/swasta.
 28 

Dari uraian-uraian tersebut jelaslah bahwa dengan otonomi daerah 

dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata 

penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, berwibawa dan berhasil 

guna mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam 

meningkatkan kesejahteraan otonomi daerah juga merupakan keterikatan 

yag kuat antara daerah yang satu dengan yang lainnya, di samping 

menumbuhkembangkan semangat kebersamaan dalam simpul Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Desentralisasi dan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan daerah 

sebagai pilihan kebijakan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Betapapun tingginya kadar desentralisasi yang diberikan kepada 

Pemerintah Daerah, tidak dapat diartikan adanya kebebasan penuh secar 

absolute dari suatu daerah untuk menjalankan hak dan fungsi otonomi 

menurut sekehendaknya tanpa mempertimbangkan kepentingan daerah lain 

dan kepentingan nasional secara keseluruhan. 

 

4. Good Governance 

                                                             
28 Bambang Yudoyono, Otonomi Daerah:..., hlm. 20. 
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Good Governance dipandang sebagai paradigma baru dan menjadi ciri 

yang perlu ada dalam sistem administrasi publik. Secara umum, Good 

Governance diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan 

masyarkat yang dilayani dan dilindunginya, Governance mencakup 3 (tiga) 

dominan yaitu state (negara/pemerintahan), private sectors (sektor 

swasta/dunia usaha), dan society (masyarakat). Oleh itu, Good Govenance 

sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang 

baik, dengan melibatkan stakeholders, terhadap berbagai kegiatan 

perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti 

sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang 

dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, 

efisiensi, transparansi dan akuntabilitas).
29

 

Sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk 

mewujudkan Good Governance diperlukan sumber daya manusia aparatur 

negara yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan negara 

dan pembangunan. Untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur 

Negara yang memilliki kompetensi ataupun kecakapan, diperlukan 

peningkatan mutu profesioanlisme, sikap pengabdian dan kesetiaan pada 

bangsa dan negara, semangat kesatuan dan persatuan, dan pengembangan 

wawasan Pegawai Negeri Sipil salah satunya melalui Pendidikan dan 

pelatihan jabatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha 

                                                             
29 World Conference on Governance, (UNDP, 1999) 
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pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh yang mengacu pada 

kompetensi jabatan.
30

 

Keseluruhan dari prinsip-prinsip Good Governance yang saling 

memperkuat, terkait dan tidak dapat berdiri sendiri, yang kemudian dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 4 unsur utama yang dapat memberi gambaran 

administrasi publik yang berciri kepemerintahan yang baik, yaitu:
31

 

a. Akuntabilitas 

Akuntabilitas di sini yaitu adanya kewajiban bagi aparatur 

pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung 

gugat segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya. 

b. Transparansi 

Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap 

rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. 

c. Keterbukaan 

Menghendaki terbukanya hal-hal apapun terkait dengan masalah 

pekerjaan antara ASN dengan atasannya. 

d. Aturan hukum 

Adanya jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat 

terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. 

                                                             
30 Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate 

Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik), (Bandung : Mandar Maju, 2007), hlm. 10. 
31Ibid, hlm. 38-39. 
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Agar kepemerintahan yang baik dapat direalisasikan maka dibutuhkan 

komitmen dari semua pihak, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat, 

dengan mengadakan kemitraan yang baik, integritas, profesionalisme dan 

etos kerja serta moral yang tinggi, sehingga membangun bangsa 

melaksanakan kepemerintahan yang baik merupakan suatu keharusan.
32

 

 

F. Metode Penelitian 

Berkaitan dengan penelitian yang penyusun laksanakan maka berikut ini 

akan dijelaskan mengenai tahap-tahap penelitian : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan studi pustaka, yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke Dinas Pendidikan 

Menengah dan Non Formal Kabuaten Bantul dan penelitian studi 

kepustakaan dengan membaca, mengkaji, serta menelaah buku-buku, 

peraturan perundang-undangan, dan media internet yang berkaitan dengan 

disiplin ASN. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu 

penelitian yang dilakukan secara langsung di Dinas Pendidikan Menengah 

dan Non Formal Kabupaten Bantul dengan mendasarkan pada data primer 

sebagai data utamanya. 

 

                                                             
32Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)..., hlm. 45. 
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3. Bahan Penelitian 

a. Data Primer 

Data ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yakni di 

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul khususnya di Dinas 

Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul. Dengan 

mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. 

b. Data Sekunder 

Data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan seperti membaca 

buku, surat kabar, media internet dan peraturan perundang-undangan. 

Data sekunder meliputi 3 bahan hukum yaitu : 

1) Bahan Hukum Primer 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b) Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Disiplin ASN. 

c) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

d) Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan 

Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. 

e) Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 tentang 

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. 

f) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai 

Negeri Sipil. 

g) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2007 tentang Peraturan Gaji 

Pegawai Negeri Sipil. 
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h) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai 

Negeri Sipil. 

i) Penelitian hukum tentang Disiplin ASN. 

2) Bahan Hukum Sekunder  

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, misalnya : 

a) Buku-buku yang berkaitan dengan Disiplin  ASN. 

b) Buku-buku yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian. 

c) Hasil-hasil penelitian di bidang hukum. 

d) Surat kabar. 

e) Data-data jumlah ASN. 

3) Bahan Hukum Tersier 

a) Kamus Hukum. 

b) Kamus Bahasa Indonesia. 

c) Kamus Bahasa Inggris. 

d) Ensiklopedia Hukum. 

4. Objek dan Subjek Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di lingkungan 

Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul. Dan 

responden yang dijadikan subyek penelitian ini adalah kepala dan wakil 

ketua Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul serta 

pegawai yang bersangkutan dalam melakukan upaya-upaya untuk 

meningkatkan kedisiplinan ASN. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut :  

a. Penelitian lapangan (observasi) akan digunakan penulis untuk 

mengumpulkan data dengan terjun langsung ke lokasi penelitian agar 

diperoleh data yang akurat dan memperoleh informasi yang berhubungan 

dengan disiplin kerja pegawai. Yaitu pengamatan dan pencatatan data 

secara sistematik terhadap gejala yang nampak pada obyek penelitian. 

b. Kepustakaan 

Studi kepustakaan ini akan digunakan dengan cara mengkaji dan 

menelaah dokumen hasil penelitian, perundang-undangan dan media 

internet, yang berkaitan dengan yang diteliti. 

c. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan teknik 

wawancara (interview), yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan 

Kepala Sub Bagian Bidang Kepegawaian Dinas Pendidikan Menengah 

dan Non Formal Kabupaten Bantul dan Kepala Sub Bidang Pengadaan 

dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Bantul. 

6. Analisis Data 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif 

kualitatif. Yaitu metode analisis data yang mengelompokan dan menyeleksi 

data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan 

kebenarannya.
33

 Kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, unsur 

                                                             
33Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 32. 
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dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga 

diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. 

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk lebih mempermudah penulisan ini, maka penulis dalam 

penelitiannya membagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub 

bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika 

pembahasan ini adalah sebagai berikut : 

Pada bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah,  rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. 

Pada bab kedua, pembahasan ditujukan pada teori yang berisi 

penjelasan mengenai pengertian Pegawai Negeri Sipil dan Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil dasar pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, Rekrutmen ASN, 

Hak dan Kewajiban ASN, penjelasan tentang Tugas Pokok  ASN. 

Pada bab ketiga, pembahasan akan ditujukan pada deskripsi lokasi 

penelitian yang meliputi letak geografis, tugas dan fungsi, kedudukan, dan  

susunan organisasi. 

Pada bab keempat, pembahasan ditujukan pada hasil penelitian dan 

analisis data. Di mana dalam bab ini akan memuat mengenai pelaksanaan 

hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Menengah dan 

Non Formal Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 
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Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, penyebab tingginya 

pelanggaran disiplin ASN di Dinas Pendidikan Menengah dan  Non Formal 

Kabupaten Bantul, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

disiplin ASN di Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten 

Bantul. 

Pada bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang 

berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini menguraikan mengenai 

kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas 

Pendididikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil akhir dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan penjatuhan jenis hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Pegawai Negeri 

Sipil sudah berjalan dan dilaksanakan di Dinas Pendidikan Menengah dan 

Non Formal Kabupaten Bantul setelah Peraturan Pemerintah tersebut di 

keluarkan dan diberlakukan. Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal 

Kabupaten Bantul sampai saat ini juga masih berusaha agar Peraturan 

Pemerintah  No. 53 Tahun 2010 diterapkan dan berjalan dengan baik sesuai 

yang diharapkan. Tetapi masih ada  ASN yang melanggar peraturan 

tersebut. Permasalahannya adalah lambatnya pimpinan dalam 

menindaklanjuti pelanggaran yang ada dan penjatuhan hukuman disiplin 

yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010. Dan 

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada tahun 2010, 2012 dan 2013 di 

Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal sampai bulan ini terus 

mengalami peningkatan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut yaitu seperti 

terlambat masuk kantor tanpa alasan yang jelas, pulang kantor lebih awal 
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dari ketentuan jam pulang kerja tanpa alasan yang jelas dan tidak dengan 

izin atasan, mangkir/tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, 

menyalahgunaan wewenang, tidak menjalankan tugas kedinasan dengan 

baik, penyimpangan di luar tugas kedinasan, dan melakukan hubungan 

intim/perselingkuhan. 

2. Penyebab tingginya jumlah pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN 

di Dinas Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul dikarenakan 

banyaknya jumlah ASN yang menjabat sebagai Guru pada Dinas 

Penididikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, dan seperti 

kurangnya sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya 

pemahaman Pegawai dalam memahami peraturan mengenai disiplin ASN, 

kurang tegasnya pimpinan dalam menjatuhkan hukuman diiplin dan 

kurangnya sistem pegawasan yang dilakukan oleh atasan dalam mengawasi 

kinerja bawahannya, rendahnya kesadaran pegawai dalam bersikap displin, 

dan ASN yang melanggar peraturan displin tidak hadir atau berkilah di saat 

pemanggilan oleh atasan untuk dilakukan pemeriksaan. 

3. Untuk meningkatkan kedisiplinan bagi ASN, maka upaya untuk 

meningkatkan kedisplinan ASN tersebut adalah seperti melakukan 

Sosialisasi yang dilakukan pejabat yang terkait kepada ASN, melakukan 

pengawasan yaitu dengan pengawasan melekat yang dilakukan pimpinan 

kepada bawahannya, pembinaan moral dan mental agar ASN mempunyai 

sikap dan perilaku serta bertindak sesuai ajaran agama,  pendekatan atasan 

dengan bawahan, pemimpin harus tegas dalam menjatuhkan hukuman 
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terhadap ASN yang melanggar peraturan, pemberian motivasi kepada ASN 

dan memberikan kesempatan kepada ASN untuk melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi (inovasi). 

 

B. Saran 

1. Sikap disiplin ASN harus lebih ditingkatkan lagi mengingat ASN sebagai 

aparatur negara yang kewajibannya melayani masyarakat dan melakukan 

tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya. ASN mempunyai peran sangat 

penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam 

rangka mencapai tujuan negara. Maka dari itu, ASN yang berperilaku 

disiplin dan bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sangat 

diperlukan agar tugas pemerintahan dan pembangunan terselenggara secara 

berdaya guna dan berhasil guna. 

2. Pimpinan lebih tegas dalam menjatuhkan hukuman disiplin kepada 

bawahan. Agar bawahan tidak meremehkan peraturan perundang-undangan 

tersebut. Pimpinan juga harus segera menjatuhkan hukuman disiplin kepada 

ASN agar masalahnya cepat selesai dan tidak berlarut-larut. 

3. Bagi ASN yang melanggar peraturan hendaknya dikenakan sanksi yang 

tegas dan menindaklanjuti tidak memandang ia masih mempunyai hubungan 

kekeluargaan dengan atasan atau yang terkait dengannya. Memandang 

semua ASN sama di depan hukum. 

4. Bagi ASN di Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten 

Bantul hendaknya diberikan pembinaan, pembinaan secara struktur 
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organisatoir maupun pembinaan akhlak dan moral dalam upaya peningkatan 

disiplin ASN. Dengan dilakukan pembinaan diharapkan dapat memperbaiki 

dan mendidik ASN yang melakukan pelanggaran disiplin agar yang 

bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi 

serta untuk memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Juga 

dimaksudkan agar ASN lainnya tidak melakukan pelanggaran disiplin. 

Pembinaan juga berpengaruh terhadap sikap dan perilaku ASN agar 

berperilaku dan bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang mengaturnya. 
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 53 TAHUN 2010 

TENTANG 

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang  :  a.  bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang 

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai 

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan; 

b.  bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian, perlu mengganti Peraturan Pemerintah 

Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

 

Mengingat  :  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

 

MEMUTUSKAN: 



 

 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DISIPLIN PEGAWAI 

NEGERI SIPIL. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1.  Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil 

untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila 

tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. 

2.  Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat 

dan PNS Daerah. 

3.  Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS 

yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin 

PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. 

4.  Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena 

melanggar peraturan disiplin PNS. 

5.  Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian 

Daerah Provinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota 

adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang 

mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. 

6.  Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang 

tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa 

keberatan atau banding administratif. 

7.  Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS 

yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang 

berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang 

menghukum. 

8.  Banding administratif adalah upaya administrative yang dapat ditempuh 

oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian 

dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak 



 

dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang 

menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. 

 

Pasal 2 

Ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi calon PNS. 

 

BAB II 

KEWAJIBAN DAN LARANGAN 

 

Bagian Kesatu 

Kewajiban 

 

Pasal 3 

Setiap PNS wajib: 

1.  mengucapkan sumpah/janji PNS; 

2.  mengucapkan sumpah/janji jabatan; 

3.  setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan Pemerintah; 

4.  menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan; 

5.  melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan 

penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 

6.  menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS; 

7.  mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, 

seseorang, dan/atau golongan; 

8.  memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah 

harus dirahasiakan; 

9.  bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan 

negara; 



 

10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal 

yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama 

di bidang keamanan, keuangan, dan materiil; 

11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; 

12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; 

13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-

baiknya; 

14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; 

15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 

16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; 

dan 

17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 

 

Bagian Kedua 

Larangan 

 

Pasal 4 

Setiap PNS dilarang: 

1.  menyalahgunakan wewenang; 

2.  menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau 

orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; 

3.  tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain 

dan/atau lembaga atau organisasi internasional; 

4.  bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya 

masyarakat asing; 

5.  memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau 

meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen 

atau surat berharga milik negara secara tidak sah; 

6.  melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, 

atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan 



 

untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung 

atau tidak langsung merugikan negara; 

7.  memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik 

secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat 

dalam jabatan; 

8.  menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang 

berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; 

9.  bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; 

10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat 

menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga 

mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; 

11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 

12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dengan cara: 

a.  ikut serta sebagai pelaksana kampanye; 

b.  menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut 

PNS; 

c.  sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau 

d.  sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 

13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: 

a.  membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau 

merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau 

b.  mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap 

pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan 

sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, 

atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, 

anggota keluarga, dan masyarakat; 

14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau 

calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat 

dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan 

Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan 

15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, 

dengan cara: 



 

a.  terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah; 

b.  menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan 

kampanye; 

c.  membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau 

merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau 

d.  mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap 

pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan 

sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, 

atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, 

anggota keluarga, dan masyarakat. 

 

BAB III 

HUKUMAN DISIPLIN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 5 

PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin. 

 

Pasal 6 

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan pidana, PNS yang melakukan pelangggaran disiplin dijatuhi hukuman 

disiplin. 

 

Bagian Kedua 

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin 

 



 

Pasal 7 

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: 

a. hukuman disiplin ringan; 

b. hukuman disiplin sedang; dan 

c. hukuman disiplin berat. 

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari: 

a.  teguran lisan; 

b.  teguran tertulis; dan 

c.  pernyataan tidak puas secara tertulis. 

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri dari: 

a.  penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 

b.  penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan 

c.  penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. 

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

terdiri dari: 

a.  penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 

b.  pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 

c.  pembebasan dari jabatan; 

d.  pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; 

dan 

e.  pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 

 

Bagian Ketiga 

Pelanggaran dan Jenis Hukuman 

 

Paragraf 1 



 

Pelanggaran Terhadap Kewajiban 

 

Pasal 8 

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 

dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: 

1.  setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, 

apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 

2.  menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit 

kerja; 

3.  melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan 

penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit 

kerja; 

4.  menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran 

berdampak negatif pada unit kerja; 

5.  mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, 

seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 

7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 

6.  memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah 

harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila 

pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 

7.  bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan 

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran 

berdampak negative pada unit kerja; 

8. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal 

yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama 

di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 

9.  masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 angka 11 berupa: 



 

a.  teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang 

sah selama 5 (lima) hari kerja; 

b.  teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan 

yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan 

c.  pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk 

kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima 

belas) hari kerja; 

10. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-

baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila 

pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 

11. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

12. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 angka 15, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak 

sengaja; 

13. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 16, apabila pelanggaran 

dilakukan dengan tidak sengaja; dan 

14. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran 

berdampak negatif pada unit kerja. 

 

Pasal 9 

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) 

dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: 

1.  mengucapkan sumpah/janji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

angka 1, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah; 

2.  mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 angka 2, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah; 

3.  setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, 

apabila pelanggaran berdampak negative bagi instansi yang bersangkutan; 



 

4.  menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi 

yang bersangkutan; 

5.  melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan 

penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi 

yang bersangkutan; 

6.  menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran 

berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan; 

7.  mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, 

seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 

7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; 

8.  memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah 

harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila 

pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; 

9.  bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan 

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran 

berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan; 

10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal 

yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama 

di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang 

bersangkutan; 

11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 angka 11 berupa: 

a.  penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang 

tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai 

dengan 20 (dua puluh) hari kerja; 

b.  penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak 

masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai 

dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan 

c.  penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS 

yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26(dua puluh enam) 

sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja; 



 

12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun 

hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima 

puluh persen); 

13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-

baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila 

pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; 

14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 angka 15, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja; 

16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 16, apabila pelanggaran 

dilakukan dengan sengaja; dan 

17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran 

berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. 

 

Pasal 10 

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) 

dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: 

1.  setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, 

apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 

2.  menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negative 

pada pemerintah dan/atau negara; 

3.  melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan 

penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada 

pemerintah dan/atau negara; 

4.  menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran 

berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 



 

5.  mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, 

seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 

7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 

6.  memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah 

harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila 

pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 

7.  bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan 

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran 

berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 

8. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal 

yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama 

di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah 

dan/atau negara; 

9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 angka 11 berupa: 

a.  penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun 

bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga 

puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja; 

b.  pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih 

rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional 

tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga 

puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja; 

c.  pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan 

struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alas an 

yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh 

lima) hari kerja; dan 

d.  pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau 

pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak 

masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari 

kerja atau lebih; 

10. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada 

akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen); 

11. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-

baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila 

pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 



 

12. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

13. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran 

berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. 

 

Paragraf 2 

Pelanggaran Terhadap Larangan 

 

Pasal 11 

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 

dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan: 

1.  memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau 

meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen 

atau surat berharga milik negara, secara tidak sah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit 

kerja; 

2.  melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, 

atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan 

untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung 

atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 

3.  bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 angka 9, apabila pelanggaran dilakukan dengan 

tidak sengaja; 

4.  melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang 

dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga 

mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 

dan 

5.  menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit 

kerja. 

 



 

Pasal 12 

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) 

dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan: 

1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau 

meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen 

atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi 

yang bersangkutan; 

2. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, 

atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan 

untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung 

atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang 

bersangkutan; 

3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 angka 9, apabila pelanggaran dilakukan dengan 

sengaja; 

4. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat 

menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga 

mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 

5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi; 

6. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi 

peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, 

sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf a, huruf b, dan huruf c; 

7. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara 

mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap 

pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah 

masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau 

pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota 

keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 

huruf b; 

8. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah 

atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan 



 

surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat 

Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 14; dan 

9. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 

dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon 

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang 

mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi 

peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi 

pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS 

dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf a dan huruf d. 

 

Pasal 13 

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) 

dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan: 

1.  menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

angka 1; 

2.  menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau 

orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 angka 2; 

3.  tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain 

dan/atau lembaga atau organisasi internasional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 angka 3; 

4.  bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya 

masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4; 

5.  memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau 

meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen 

atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada 

pemerintah dan/atau negara; 

6.  melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, 

atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan 

untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung 

atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau 

negara; 



 

7.  memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik 

secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat 

dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 7; 

8.  menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang 

berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 angka 8; 

9.  melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang 

dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga 

mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 

10. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah 

dan/atau negara; 

11. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan 

menggunakan fasilitas negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 

12 huruf d; 

12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara 

membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan 

salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 angka 13 huruf a; dan 

13. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, 

dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam 

kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang 

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa 

kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf 

c. 

 

Pasal 14 

Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 9, Pasal 9 angka 11, dan Pasal 10 

angka 9 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan. 

 

Bagian Keempat 

Pejabat yang Berwenang Menghukum 



 

 

Pasal 15 

(1) Presiden menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang 

menduduki jabatan struktural eselon I dan jabatan lain yang pengangkatan 

dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden untuk jenis hukuman 

disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf 

d, dan huruf e. 

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian. 

 

Pasal 16 

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan penjatuhan hukuman 

disiplin bagi: 

a.  PNS yang menduduki jabatan: 

1.  struktural eselon I di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 

huruf a; 

2.  fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya untuk jenis 

hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat 

(3), dan ayat (4); 

3.  fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e di 

lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf 

e; 

4.  struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan 

Penyelia di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4); 

5.  struktural eselon II di lingkungan instansi vertikal dan pejabat yang 

setara yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat 

Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); 

6.  fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan 

ruang IV/c di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf 

e; 



 

7.  struktural eselon III ke bawah, fungsional tertentu jenjang Muda 

dan Penyelia ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4); dan 

8.  fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya 

untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(3) huruf c dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e. 

b.  PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan: 

1.  struktural eselon I untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); 

2.  fungsional tertentu jenjang Utama untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan 

huruf c; 

3.  fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e 

untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(2); dan 

4.  struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang 

Madya dan Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c; 

c.  PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan: 

1.  struktural eselon I untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a; 

2.  fungsional tertentu jenjang Utama untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 

huruf a, huruf b, dan huruf c; 

3.  fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e 

untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a; 

4.  struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya untuk 

jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) 

dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c; 

5.  fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan 

ruang IV/c untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a; 

6.  struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang 

Muda dan Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana 



 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a, huruf b, 

dan huruf c; dan 

7.  fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah untuk jenis 

hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c 

dan ayat (4) huruf a; 

d.  PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan: 

1.  struktural eselon I untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a; 

2.  struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang 

Utama ke bawah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; dan 

3.  fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah untuk jenis 

hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan 

ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; 

e.  PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki 

jabatan structural eselon II ke bawah, jabatan fungsional tertentu jenjang 

Utama ke bawah, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/e ke 

bawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (4) huruf d dan huruf e; 

f.  PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik 

Indonesia di luar negeri, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; 

dan 

g.  PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain atau badan 

internasional, atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf 

a, huruf d, dan huruf e. 

(2) Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan 

hukuman disiplin bagi: 

a.  PNS yang menduduki jabatan: 

1.  struktural eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya, dan 

fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang 

IV/c di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 

2.  struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan 

Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan III/d 



 

di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b; 

b.  PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang 

menduduki jabatan struktural eselon II, jabatan fungsional tertentu jenjang 

Madya, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan 

golongan ruang IV/c untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (2); dan 

c.  PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan 

struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, 

dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan 

golongan ruang III/d untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b. 

(3) Pejabat struktural eselon II dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan 

hukuman disiplin bagi: 

a.  PNS yang menduduki jabatan: 

1.  struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan 

Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan 

ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 

2.  struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan 

Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai 

dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman 

disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf 

b; 

b.  PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang 

menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang 

Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan 

golongan ruang III/d untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (2); dan 

c.  PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan 

struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan 

Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c 

sampai dengan golongan ruang III/b untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b. 

(4) Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya: 

a.  Pejabat Pembina Kepegawaian; dan 



 

b.  Pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat Pembina Kepegawaian, 

selain menetapkan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) juga berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin 

bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV ke bawah, jabatan 

fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan 

fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya, untuk 

jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf 

c. 

(5) Pejabat struktural eselon III dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan 

hukuman disiplin bagi: 

a.  PNS yang menduduki jabatan: 

1.  struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan 

Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai 

dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman 

disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 

2.  struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan 

Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan 

golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b; 

b.  PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang 

menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang 

Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan 

ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 

c.  PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan 

struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan 

Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan 

golongan ruang II/b untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b. 

(6) Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan 

hukuman disiplin bagi: 

a.  PNS yang menduduki jabatan: 

1.  struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan 

Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan 

golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 



 

2.  fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan 

ruang I/d untuk hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (3) huruf a dan huruf b; 

b.  PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang 

menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang 

Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan 

ruang II/a dan golongan ruang II/b untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 

c.  PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan 

fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d 

untuk hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) 

huruf a dan huruf b. 

(7) Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan 

hukuman disiplin bagi: 

a.  PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai 

dengan golongan ruang I/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 

b.  PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang 

menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan 

golongan ruang I/d untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (2). 

 

Pasal 17 

Kepala Perwakilan Republik Indonesia menetapkan penjatuhan hukuman disiplin 

bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik 

Indonesia di luar negeri untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf c. 

 

Pasal 18 

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi menetapkan penjatuhan 

hukuman disiplin bagi: 

a.  PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan: 

1.  struktural eselon I di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 

huruf a; 



 

2.  fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya untuk jenis 

hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat 

(3), dan ayat (4); 

3.  fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e di 

lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf 

e; 

4.  struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan 

Penyelia di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4); 

5.  fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan 

ruang IV/c di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf 

e; 

6.  struktural eselon III ke bawah, fungsional tertentu jenjang Muda 

dan Penyelia ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4); dan 

7.  fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya, 

untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(3) huruf c dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; 

b.  PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan: 

1.  struktural eselon I untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); 

2.  fungsional tertentu jenjang Utama untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan 

huruf c; 

3.  fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e 

untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(2); dan 

4.  struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang 

Madya dan Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c; 

c.  PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki 

jabatan: 

1.  struktural eselon I, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a; 



 

2.  fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 

huruf a, huruf b, dan huruf c; 

3.  fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, 

untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a; 

4.  struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya, untuk 

jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) 

dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c; 

5.  fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan 

ruang IV/c, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a; 

6.  struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang 

Muda dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4) 

huruf a, huruf b, dan huruf c; dan 

7. fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah, untuk jenis hukuman 

disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat 

(4) huruf a; 

d.  PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan: 

1.  struktural eselon I, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a; 

2.  struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang 

Utama ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; dan 

3.  fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah, untuk jenis 

hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan 

ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; 

e.  PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki 

jabatan structural eselon II ke bawah, jabatan fungsional tertentu jenjang 

Utama ke bawah, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/e ke 

bawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (4) huruf d dan huruf e; 

f.  PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik 

Indonesia di luar negeri, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana 



 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; 

dan 

g.  PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain atau badan 

internasional, atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf 

a, huruf d, dan huruf e. 

(2) Pejabat struktural eselon I menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: 

a.  PNS yang menduduki jabatan: 

1.  struktural eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya, dan 

fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang 

IV/c di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 

2.  struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan 

Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan III/d 

di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b; 

b.  PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang 

menduduki jabatan struktural eselon II, jabatan fungsional tertentu jenjang 

Madya, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan 

golongan ruang IV/c, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (2); dan 

c.  PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan 

struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, 

dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan 

golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b. 

(3) Pejabat struktural eselon II menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: 

a.  PNS yang menduduki jabatan: 

1.  struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan 

Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan 

ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 

2.  struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan 

Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai 

dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman 



 

disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf 

b; 

b.  PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang 

menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang 

Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan 

golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (2); dan 

c.  PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan 

struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan 

Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c 

sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b. 

(4) Pejabat struktural eselon III menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: 

a.  PNS yang menduduki jabatan: 

1.  struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan 

Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai 

dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman 

disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 

2.  struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan 

Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan 

golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b; 

b.  PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang 

menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang 

Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan 

ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman 

disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 

c.  PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan 

struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan 

Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan 

golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b. 

(5) Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan 

hukuman disiplin bagi: 

a.  PNS yang menduduki jabatan: 



 

1.  struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan 

Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan 

golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 

2.  fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan 

ruang I/d, untuk hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (3) huruf a dan huruf b; 

b.  PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya, yang 

menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang 

Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan 

ruang II/a dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 

c.  PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan 

fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, 

untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(3) huruf a dan huruf b. 

(6) Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan 

hukuman disiplin bagi: 

a.  PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai 

dengan golongan ruang I/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 

b.  PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang 

menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan 

golongan ruang I/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (2). 

 

Pasal 19 

Gubernur selaku wakil Pemerintah menetapkan penjatuhan hukuman disiplin 

bagi: 

a.  PNS Daerah Kabupaten/Kota dan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang 

dipekerjakan atau diperbantukan pada Kabupaten/Kota lain dalam satu 

provinsi yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk 

jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, 

huruf c, huruf d, dan huruf e; dan 

b.  PNS Daerah Kabupaten/Kota dari provinsi lain yang dipekerjakan atau 

diperbantukan pada Kabupaten/Kota di provinsinya yang menduduki jabatan 



 

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c. 

 

Pasal 20 

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan 

penjatuhan hukuman disiplin bagi: 

a.  PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan: 

1.  Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di lingkungannya, untuk jenis 

hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat 

(3), dan ayat (4) huruf a; 

2.  fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya, untuk jenis 

hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat 

(3), dan ayat (4); 

3.  fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, untuk 

jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), 

ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; 

4.  struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia 

di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); 

5.  fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang 

IV/c di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf 

e; 

6.  struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan 

Penyelia ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4); dan 

7.  fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya, untuk 

jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) 

dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; 

b.  PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan: 

1.  Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); 



 

2.  fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan 

huruf c; 

3.  fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, 

untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(2); dan 

4.  struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang 

Madya dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan 

huruf c; 

c.  PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan: 

1.  Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 

huruf a; 

2.  fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 

huruf a, huruf b, dan huruf c; 

3.  fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan 

ruang IV/e, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a;  

4.  struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya, untuk 

jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), 

ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c; 

5.  struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang 

Muda dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, 

huruf b, dan huruf c; dan 

6.  fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d, 

untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(3) dan ayat (4) huruf a; 

d.  PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan: 

1.  struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang 

Utama ke bawah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; dan 



 

2.  fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah untuk jenis 

hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan 

ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; 

e.  PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki 

jabatan structural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional tertentu 

jenjang Utama ke bawah serta jabatan fungsional umum golongan IV/e ke 

bawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (4) huruf d dan huruf e; 

f.  PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik 

Indonesia di luar negeri, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; 

dan 

g.  PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain atau badan 

internasional, atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf 

a, huruf d, dan huruf e. 

(2) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin 

bagi: 

a.  PNS yang menduduki jabatan: 

1.  struktural eselon II di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); 

2.  struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan 

Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan 

ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 

3.  struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan 

Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai 

dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman 

disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf 

b; 

b.  PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang 

menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang 

Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan 

golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (2); dan 

c.  PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan 

struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan 



 

Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c 

sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b. 

(3) Pejabat struktural eselon II menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: 

a.  PNS yang menduduki jabatan: 

1.  struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan 

Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan 

ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 

2.  struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan 

Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai 

dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman 

disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf 

b; 

b.  PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang 

menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang 

Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan 

golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (2); dan 

c.  PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan 

struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan 

Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c 

sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b. 

(4) Pejabat struktural eselon III menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: 

a.  PNS yang menduduki jabatan: 

1.  struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan 

Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai 

dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman 

disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 

2.  struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan 

Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan 

golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b; 

b.  PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang 

menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang 



 

Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan 

ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman 

disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 

c.  PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan 

struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan 

Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan 

golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b. 

(5) Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan 

hukuman disiplin bagi: 

a.  PNS yang menduduki jabatan: 

1.  struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan 

Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan 

golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 

2.  fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan 

ruang I/d, untuk hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (3) huruf a dan huruf b; 

b.  PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang 

menduduki jabatan struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang 

Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan 

ruang II/a dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 

c.  PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan 

fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, 

untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(3) huruf a dan huruf b. 

(6) Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan 

hukuman disiplin bagi: 

a.  PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai 

dengan golongan ruang I/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 

b.  PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang 

menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan 

golongan ruang I/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (2). 



 

 

Pasal 21 

(1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin 

kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. 

(2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan 

pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh 

atasannya. 

(3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis 

hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan 

pelanggaran disiplin. 

(4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman 

disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. 

 

Pasal 22 

Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan 

menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi. 

 

Bagian Kelima 

Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan 

Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin 

 

Pasal 23 

(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis 

oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan. 

(2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin 

dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. 

(3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak 

hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 

sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan 

pertama. 



 

(4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS 

yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang 

menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan 

keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. 

 

Pasal 24 

(1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib 

memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. 

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup 

dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. 

(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut 

merupakan kewenangan: 

a.  atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib 

menjatuhkan hukuman disiplin; 

b.  pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan 

secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan. 

 

Pasal 25 

(1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa. 

(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan 

langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang 

ditunjuk. 

(3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat 

Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. 

 

Pasal 26 

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang 

berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain. 

 

Pasal 27 



 

(1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan 

pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat 

berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan 

langsung sejak yang bersangkutan diperiksa. 

(2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. 

(3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, 

maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang 

lebih tinggi. 

 

Pasal 28 

(1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) 

harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa. 

(2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara 

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan 

tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin. 

(3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

Pasal 29 

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan 

Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman 

disiplin. 

(2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang 

bersangkutan. 

 

Pasal 30 

(1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa 

pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman 



 

disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang 

dilakukan. 

(2) PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran 

disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang 

lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan. 

(3) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu 

pelanggaran disiplin. 

(4) Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya akan 

dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan 

instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin 

kepada pejabat pembina kepegawaian instansi induknya disertai berita acara 

pemeriksaan. 

 

Pasal 31 

(1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat 

yang berwenang menghukum. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup 

oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk 

kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada 

pejabat instansi terkait. 

(3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan 

ditetapkan. 

(4) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat 

penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang 

bersangkutan. 

 

BAB IV 

UPAYA ADMINISTRATIF 

 

Pasal 32 

Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. 

 



 

Pasal 33 

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh: 

a.  Presiden; 

b.  Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, 

huruf b, dan huruf c; 

c.  Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c; 

d.  Kepala Perwakilan Republik Indonesia; dan 

e.  Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), tidak dapat diajukan upaya 

administratif. 

 

Pasal 34 

(1) Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 32 yaitu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b yang dijatuhkan oleh: 

a.  Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah; 

b.  Sekretaris Daerah/Pejabat struktural eselon II Kabupaten/Kota ke 

bawah/Pejabat yang setara ke bawah; 

c.  Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan 

unit dengan sebutan lain yang atasan langsungnya Pejabat struktural 

eselon I yang bukan Pejabat Pembina Kepegawaian; dan 

d.  Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan 

Kantor Perwakilan Provinsi dan unit setara dengan sebutan lain yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina 

Kepegawaian. 

(2) Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh: 

a.  Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e; dan 

b.  Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e. 



 

 

Pasal 35 

(1)  Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), diajukan secara 

tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat 

alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang 

berwenang menghukum. 

(2)  Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 

14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima 

keputusan hukuman disiplin. 

 

Pasal 36 

(1) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

35 ayat (1), harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh 

PNS yang bersangkutan. 

(2)  Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis 

kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum, dalam jangka waktu 6 

(enam) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima 

tembusan surat keberatan. 

(3)  Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan 

atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dalam jangka 

waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal yang 

bersangkutan menerima surat keberatan. 

(4)  Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat 

yang berwenang menghukum tidak memberikan tanggapan atas keberatan 

maka atasan pejabat yang berwenang menghukum mengambil keputusan 

berdasarkan data yang ada. 

(5)  Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan/atau 

meminta keterangan dari pejabat yang berwenang menghukum, PNS yang 

dijatuhi hukuman disiplin, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu. 

 

Pasal 37 

(1)  Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, 

memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin yang 

dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum. 



 

(2)  Penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Atasan 

Pejabat yang berwenang menghukum. 

(3)  Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat. 

(4)  Apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja Atasan Pejabat yang 

berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan maka 

keputusan pejabat yang berwenang menghukum batal demi hukum. 

 

Pasal 38 

(1)  PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 

ayat (2), dapat mengajukan banding administratif kepada Badan 

Pertimbangan Kepegawaian. 

(2)  Ketentuan mengenai banding administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Pertimbangan 

Kepegawaian. 

 

Pasal 39 

(1) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin: 

a.  mengajukan banding administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

38 maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap 

melaksanakan tugas; 

b.  tidak mengajukan banding administrative sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 38 maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan 

berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin 

diterima. 

(2) Penentuan dapat atau tidaknya PNS melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi kewenangan Pejabat Pembina 

Kepegawaian dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja. 

 

Pasal 40 

(1) PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif, 

diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak 

kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



 

(2) PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas: 

a.  keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan 

diberhentikan dengan hormat sebagai PNS serta diberikan hak-hak 

kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b.  banding administratif, dihentikan pembayaran gajinya sampai dengan 

ditetapkannya keputusan banding administratif. 

(3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b 

meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat dan diberikan hakhak 

kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 41 

(1)  PNS yang mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat yang berwenang 

menghukum atau banding administratif kepada Badan Pertimbangan 

Kepegawaian, tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji 

berkala sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 

(2)  Apabila keputusan pejabat yang berwenang menghukum dibatalkan maka 

PNS yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat dan/atau 

kenaikan gaji berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 42 

PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan 

pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif tidak dapat 

disetujui untuk pindah instansi. 

 

BAB V 

BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN 

KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN 

 

Bagian Kesatu 

Berlakunya Hukuman Disiplin 



 

 

Pasal 43 

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh: 

a.  Presiden; 

b.  Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, 

huruf b, dan huruf c; 

c.  Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c; 

d.  Kepala Perwakilan Republik Indonesia; dan 

e.  Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), mulai berlaku sejak tanggal 

keputusan ditetapkan. 

 

Pasal 44 

(1) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat selain sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 43, apabila tidak diajukan keberatan maka mulai berlaku pada 

hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima. 

(2) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat selain sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 43, apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkannya keputusan atas keberatan. 

 

Pasal 45 

(1)  Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau 

Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, apabila tidak diajukan 

banding administratif maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah 

keputusan hukuman disiplin diterima. 

(2)  Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau 

Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, apabila diajukan 

banding administratif maka mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya 

keputusan banding administratif. 



 

 

Pasal 46 

Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian 

keputusan hukuman disiplin maka hukuman disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima 

belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman 

disiplin. 

 

Bagian Kedua 

Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin 

 

Pasal 47 

(1)  Keputusan hukuman disiplin wajib didokumentasikan oleh pejabat pengelola 

kepegawaian di instansi yang bersangkutan. 

(2)  Dokumen keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang 

bersangkutan. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 48 

(1) Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan 

Pemerintah ini dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan 

tetap berlaku. 

(2) Keberatan yang diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang 

menghukum atau banding administratif kepada Badan Pertimbangan 

Kepegawaian sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diselesaikan 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang 

Peraturan Disiplin PNS beserta peraturan pelaksanaannya. 

(3) Apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum 

berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka hasil pemeriksaan tetap berlaku 

dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. 



 

(4) Apabila terjadi pelanggaran disiplin sebelum berlakunya Peraturan 

Pemerintah ini dan belum dilakukan pemeriksaan maka berlaku ketentuan 

dalam Peraturan Pemerintah ini. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 49 

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala 

Badan Kepegawaian Negara. 

 

Pasal 50 

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: 

1.  Ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3149) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 141), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 

Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

3.  Ketentuan pelaksanaan mengenai disiplin PNS yang ada sebelum 

berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 

 

Pasal 51 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia. 



 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal, 6 Juni 2010 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 
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Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 6 Juni 2010 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI 

MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 
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LAMPIRAN II 

DAFTAR PERTANYAAN  

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DINAS PENDIDIKAN 

MENENGAH DAN NON FORMAL KABUPATEN BANTUL 

1. Apakah pelaksanaan  Disiplin PNS di Instansi bapak  sudah sesuai  dengan  

PP No. 53 Tahun 2010 ?  

2. Mengapa jumlah pelanggaran disiplin PNS di lingkungan Dinas 

Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul paling tinggi? 

3. Apakah  sosialisasi PP No. 53 Tahun 2010  pernah dilakukan Kabupaten 

Bantul? 

4. Apakah pernah terjadi kasus pelanggaran disiplin Dinas Pendidikan 

Menengah dan Non Formal  di kabupaten Bantul ? 

5. Pelanggaran apa saja yang terjadi di Dinas Pendidikan Menengah dan Non 

Formal Kabupaten Bantul? 

6. Apakah pernah ada pelanggaran disiplin sehingga  PNS yang dikenakan 

hukuman ringan, sedang dan berat di Dinas Pendidikan Menengah dan 

Non Formal Kabupaten Bantul? 

7. Bagaimana prosedur pelaksanaan  disiplin apabila terjadi pelanggaran di 

Kabupaten Bantul? 

8. Apakah prosedur  pelaksanaan disiplin  di Dinas Pendidikan Menengah 

dan Non Formal Kabupaten Bantul sudah sesuai  dengan PP No. 53 Tahun 

2010 ?  

9. Bagaimana proses atau tata cara penjatuhan hukuman disiplin? 

10. Hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 

di Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul? 

11. Bagaimana solusi/cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan PP No.53 

Tahun 2010 tersebut?  



 

12. Bagaimana bentuk pembinaan yang dilakukan pada Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal di 

Kabupaten Bantul?. 

13. Apakah setelah adanya PP No. 53 Tahun 2010 tersebut bisa/dapat 

mengurangi pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil? 

14. Apakah setelah dijatuhi hukuman displin, Pegawai Negeri Sipil yang 

bersangkutan (melanggar Peraturan yang berlaku) menyesali perbuatan 

yang dilakukannya? 

15. Bagaimana Jika ada oknum Pegawai Negeri Sipil yang melanggar 

peraturan kemudian dijatuhi hukuman disiplin tetapi setelah dijatuhi 

hukuman disiplin lagi Pegawai Negeri Sipil tersebut masih tetap saja 

melanggar.? 

16. Sebelum keluarnya PP No. 53 Tahun 2010 apakah pelanggaran Disiplin 

sering terjadi? dan bagaimana setelah dikeluarkannya PP No. 53 Tahun 

2010 tersebut pelanggaran yang terjadi berkurang? 

17. Apakah pelanggaran disiplin setiap tahun mengalami peningkatan atau 

penurunan pelanggaran? (grafik) 

18. Bagaimana upaya untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di 

Dinas Pendidikan dan Non Formal Kabupaten Bantul? 
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